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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama

Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 588);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
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13.

14.

15.
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Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun
2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang Menteri
Perhubungan dalam rangka pengelolaan barang milik
negara di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1614);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
540);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang
selanjutnya disingkat KSPBMN adalah pendayagunaan
BMN oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu dalam
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10.

11.

rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dalam
hal ini Menteri Keuangan.

Objek Kerja Sama Pemanfaatan adalah tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam
penguasaan Kementerian Perhubungan.

Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada
dalam penguasaan Kementerian Perhubungan.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Negara dalam hal ini Menteri
Perhubungan.

Kuasa Pengguna Barang adalah ex officio kepala
kantor/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang
didirikan dengan akta yang otentik, memiliki tujuan
tertentu, kekayaan yang terpisah, hak dan kewajiban
sehingga diperlakukan sebagai subyek hukum.

Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik
Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah sub
sistem dari Sistem Akutansi Instansi yang merupakan
serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan
informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN
serta laporan Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan
penelitian fisik dan administrasi terhadap kelayakan
KSPBMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang
selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.
Pejabat Pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang mendapat limpahan
wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-
undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan
BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau
KPKNL.

Tender Pemanfaatan BMN yang selanjutnya disebut Tender
adalah  pemilihan mitra guna pengalokasian hak
Pemanfaatan BMN melalui penawaran secara tertulis untuk
memperoleh penawaran terbaik.

Panitia Pemilihan adalah kumpulan orang yang tergabung
dalam tim untuk melaksanakan proses pemilihan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah.

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN yang
selanjutnya disebut Biro LPPBMN.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
Transportasi.

Pejabat Eselon [ adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam
pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN baik melalui pemilihan
maupun seleksi atau penunjukan langsung serta bertujuan
untuk terselenggaranya pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP
yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan

pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. Mekanisme dan prosedur pengajuan penetapan Kerja
Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara;

b. Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Dan Penetapan Mitra
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara;

c. Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Langsung Dan
Penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik
Negara; dan

d. Tata Cara Pelaksanaan Penunjukan Langsung Dan
Penetapan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik

Negara.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAJUAN SERTA
PENETAPAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4
(1) Pengajuan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara

(KSPBMN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan
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merupakan kewenangan Menteri selaku Pengguna
Barang.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditujukan kepada Kementerian Keuangan selaku
Pengelola Barang.

(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan wusulan dari unit kerja di Lingkungan
Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna

Barang.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tugas

Pasal 5

Menteri selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, mempunyai kewenangan yang terdiri atas:

a. menetapkan rencana umum pemilihan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada persyaratan peserta calon mitra dan
prosedur kerja panitia pemilihan;

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang
meliputi:

1) kemampuan keuangan;
2) spesifikasi teknis; dan
3) rancangan perjanjian.

c. menetapkan panitia pemilihan;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan
usulan dari panitia pemilihan;

e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra
dengan panitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat; dan

f.  membatalkan Tender, dalam hal:

1) pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang
dari dokumen pemilihan; dan/atau

2) pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia pemilihan

ternyata terbukti benar.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a dan huruf b, dalam pelaksanaannya disusun dan

diusulkan oleh Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), melaksanakan tugas:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis
KSPBMN;

b. meneliti dan melaksanakan proses administrasi
KSPBMN;

c. mengangkat dan menetapkan tim teknis
pelaksanaan usulan KSPBMN;

d. mengajukan usulan KSPBMN kepada Menteri
berdasarkan usulan unit kerja;

e. berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal untuk
proses penetapan persetujuan pengelola barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f.  berkoordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro LPPBMN)
dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN;

g. menandatangani dan melaksanakan perjanjian
KSPBMN sesuai penetapan hasil pemilihan mitra;

h. menyimpan naskah asli keputusan pelaksanaan dan
naskah asli perjanjian KSPBMN;

i.  berkoordinasi dengan APIP dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian; dan

j-  melaporkan pelaksanaan KSPBMN kepada Menteri.

Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, melaksanakan tugas:

a. meneliti dari aspek teknis dan administratif
KSPBMN;

b. mengajukan usulan KSPBMN kepada Pimpinan Unit
Eselon I;

c. melaporkan pelaksanaan KSPBMN kepada Pimpinan
Unit Eselon I;
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menandatangani dan melaksanakan perjanjian
KSPBMN sesuai surat kuasa pendelegasian dari
Pimpinan Eselon I sesuai kewenangan yang diatur
dalam Peraturan Menteri tersendiri;
menyerahterimakan dan menerima pengembalian
objek KSPBMN serta menandatangani Berita Acara
Serah Terima KSPBMN sesuai kewenangan yang
diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri;

mencatat perubahan dan/atau penambahan objek
KSPBMN ke dalam DBKP pada Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) SIMAK BMN setelah jangka waktu
pelaksanaan KSPBMN berakhir; dan

melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan
KSPBMN dari sejak proses penelitian dan
pengusulan KSPBMN, pemilihan dan penetapan

mitra, serta pelaksanaan KSPBMN sesuai perjanjian.

Pasal 7

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S5 huruf c sampai dengan huruf f, dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang secara

fungsional diselenggarakan oleh Kepala Biro LPPBMN.

Kepala Biro LPPBMN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), melaksanakan tugas:

a.

mengangkat dan menetapkan panitia pemilihan

pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP;

melakukan mediasi antara peserta calon mitra

KSPBMN dengan Panitia Tender, dalam hal terjadi

perbedaan pendapat;

membatalkan tender mitra KSPBMN, dalam hal:

1) pelaksanaan tender tidak sesuai atau
menyimpang dari dokumen pemilihan;

2) pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan Panitia
Tender ternyata terbukti benar.

mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan

dokumen tender pemilihan mitra KSPBMN.
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(3)

(1)

(2)

(1)
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Selain tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), Kepala

Biro LPPBMN melakukan:

a. penetapan tim pendukung setelah dikonsultasikan
dengan Sekretaris Jenderal; dan

b. tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya
selaku pembina pengelolaan Barang Milik Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 8
Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, sebagian kewenangan didelegasikan kepada unit kerja
di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dalam bentuk spesimen dengan Keputusan

Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9
Usulan KSPBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf d, dengan pengajuan surat permohonan,
yang memuat;
a. data objek yang akan dimanfaatkan, meliputi lokasi,

luas, status kepemilikan, nomor registrasi BMN;

b. aspek kelayakan  teknis, ekonomi, yuridis,
administrasi;

c. dasar pertimbangan dilakukan KSPBMN;

d. jangka waktu KSPBMN;

e. jenis usaha yang akan dilaksanakan;

f.  nilai kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

yang akan disetorkan ke rekening Kas Negara; dan
g. nilai dan bentuk kontribusi awal yang akan

diterima oleh Kementerian Perhubungan.
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h. dokumen tanah dan/atau bangunan yang akan
dikerjasamakan pemanfaatannya, antara lain:
1)  bukti kepemilikan;
2) gambar lokasi dan foto kondisi tanah dan/atau
bangunan;
3) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN;
4) keterangan mengenai nilai tanah dan/atau
bangunan, berupa:
a) nilai tanah dan/atau bangunan secara
keseluruhan;
b) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
c) analisa harga pasar/umum tanah dan/atau
bangunan.
5) gambar konstruksi dan rencana anggaran
biaya pembangunannya.
i. dokumen lingkungan untuk pembangunan
infrastruktur transportasi  jika pelaksanaan
KSPBMN  berpengaruh  terhadap  lingkungan

sekitarnya;

j- data lengkap calon mitra KSPBMN, berupa profil

perusahaan; dan
k. analisa kelayakan usaha dalam bentuk proposal

KSPBMN.

Bagian Keempat
Persetujuan dan Pengusulan KSPBMN

kepada Menteri Keuangan

Pasal 10

Menteri memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap permohonan KSPBMN.

Persetujuan Menteri dilakukan melalui Surat
Persetujuan/Penolakan Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri Perhubungan.

Dalam hal permohonan KSPBMN ditolak, Menteri c.q.
Sekretaris Jenderal memberitahukan penolakan tersebut

kepada Pimpinan Unit Eselon I sebagai pengusul disertai
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alasannya.

Dalam hal permohonan KSPBMN disetujui, Menteri c.q
Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan KSPBMN
secara berjenjang kepada Menteri Keuangan dengan
dilengkapi data dan dokumen sesuai persyaratan dengan

tembusan Pimpinan Unit Eselon I yang terkait.

Pasal 11

Permohonan oleh Menteri c.q Sekretaris Jenderal kepada
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan
mitra KSPBMN.

Permohonan KSPBMN kepada Menteri Keuangan yang
telah didelegasikan kepada Kanwil DJKN dan KPKNL
diajukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri

c.q Sekretaris Jenderal.

Pasal 12
Setelah persetujuan diberikan oleh Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris
Jenderal segera mengusulkan kepada Menteri untuk
menetapkan pelaksanaan KSPBMN.
Penetapan pelaksanaan KSPBMN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
a. objek KSPBMN;
b. peruntukan KSPBMN;
c. penerimaan negara dari KSPBMN;
d. identitas mitra KSPBMN; dan
e. jangka waktu KSPBMN.

Pasal 13

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12,

Kepala Biro LPPBMN segera melaksanakan tugas

berdasarkan Standar Operating Procedur (SOP) yang
ditetapkan oleh Kepala Biro LPPBMN.
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Pasal 14
Keputusan pelaksanaan KSPBMN dinyatakan tidak berlaku
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan
tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian

KSPBMN.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN
MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

Bagian Pertama

Pelaksana Pemilihan

Pasal 15

(1) Pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro LPPBMN.

(2) Panitia pemilihan paling sedikit berjumlah 5 (lima)
orang, berjumlah gasal, dan dapat mengikusertakan
unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten;

(3) Panitia pemilihan diketuai oleh perwakilan dari Unit
Eselon I sesuai dengan objek KSPBMN yang diusulkan;

(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;

b. memiliki pengetahuan teknis dan pengetahuan di
bidang pengelolaan BMN;

c. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;

d. tidak sedang menjabat sebagai pengelola keuangan;

e. berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan golongan
paling rendah IIb atau yang setara;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan

g. memiliki kemampuan bekerja secara berkelompok
dalam melaksanakan tiap tugas/pekerjaan.

(5) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk

dalam keanggotaan Panitia pemilihan.
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Pasal 16

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15, memiliki tugas dan kewenangan:

a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra
KSPBMN;

b. menyusun dokumen pemilihan dan ditetapkan oleh
Kepala Biro LPPBMN;

c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra
KSPBMN di media massa nasional dan di website
Kementerian Perhubungan;

d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra
KSPBMN;

e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis
terhadap penawaran yang masuk;

f. mengusulkan dengan disertai justifikasi kepada
Kepala Biro LPPBMN yang menyatakan tender gagal;

g. melakukan:

1) tender dengan peserta calon mitra KSPBMN
yang lulus kualifikasi;

2) negosiasi dengan calon mitra KSPBMN dalam
hal tender gagal atau pemilihan mitra KSPBMN
tidak dilakukan melalui tender.

h. mengusulkan calon mitra KSPBMN berdasarkan
hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung
kepada Kepala Biro LPPBMN dengan tembusan
Menteri, Sekjen, dan Pimpinan Unit Eselon I
bersangkutan;

i. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan

j- membuat laporan pertanggungjawaban mengenai

proses dan hasil pemilihan kepada Pengguna Barang

melalui kepala unit kerja yang membidangi layanan

pengadaan dan pengelolaan barang milik negara;
Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Panitia Pemilihan KSPBMN berwenang
untuk mengusulkan kepada Menteri melalui Kepala Biro
LPPBMN, berupa:

a. perubahan spesifikasi teknis; dan/atau
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b. perubahan materi perjanjian.

Bagian Kedua

Tahapan Tender/Pemilihan

Pasal 17

nder atau Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan yang

terdiri atas:

a.

o

(o FNe]

5l 0

(1)

(2)

pengumuman;

. pengambilan dokumen pemilihan;
. pemasukan dokumen penawaran;
. pembukaan dokumen penawaran;

. penelitian kualifikasi;

pemanggilan calon peserta mitra KSPBMN;

. pelaksanaan tender; dan

.pengusulan calon mitra KSPBMN.

Pasal 18

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
a. nama dan alamat panitia tender;
b. deskripsi BMN objek pemanfaatan;

bentuk pemanfaatan;

c
d. peruntukan pemanfaatan;

=0

dokumen penawaran;

g. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;
h. perkiraan nilai investasi; dan

i. syarat-syarat peserta tender.
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jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan;

jadwal dan lokasi pemasukan dan pembukaan

Pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan

secara langsung kepada Panitia Tender dan/atau

mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang

ditentukan dalam pengumuman.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9
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Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra
KSPBMN yang melakukan pengambilan dokumen
pemilihan.

Pemasukan dokumen penawaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan
dengan jangka waktu dan berdasarkan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan
secara terbuka dihadapan peserta calon mitra KSPBMN
pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam
dokumen pemilihan.

Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh panitia tender dan 2 (dua)
orang saksi dari peserta calon mitra KSPBMN yang
hadir.

Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e,
terhadap peserta calon mitra KSPBMN yang telah
mengajukan dokumen penawaran secara lengkap,
benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra
KSPBMN yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan
untuk mengikuti tender.

Hasil penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksdu pada
ayat (7), dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Panitia pemilihan.

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon
mitra KSPBMN yang dinyatakan lulus kualifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf {,
untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat

tertulis dan/atau surat elektronik (e-mail).

Pasal 19

Pelaksanaan penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (7), dalam hal calon mitra merupakan

pemrakarsa KSPBMN diberikan kompensasi atau tambahan
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nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tender

Pasal 20
Tender dilakukan melalui mekanisme prakualifikasi.
Tender  dilakukan untuk  mengalokasikan  hak
Pemanfaatan BMN kepada mitra KSPBMN yang tepat
dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan BMN yang
efisien, efektif, dan optimal.
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dalam hal terdapat paling sedikit 3 (tiga)
peserta calon mitra KSPBMN yang memasukkan
penawaran.
Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh panitia tender dan calon mitra
KSPBMN selaku pemenang tender.
Dalam hal calon mitra KSPBMN yang memasukkan
penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tender dinyatakan gagal dan
dilakukan tender ulang dengan melakukan
pengumuman ulang di media massa nasional dan
website Kementerian Perhubungan.
Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), terdapat paling sedikit 3 (tiga)
peserta calon mitra KSPBMN dengan proses dilanjutkan
sesuai mekanisme tender.
Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terdapat 2 (dua) peserta calon
mitra KSPBMN, tender ulang dinyatakan gagal dan
proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme
seleksi langsung.
Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terdapat 1 (satu) peserta calon
mitra KSPBMN, tender ulang dinyatakan gagal dan

proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme
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penunjukan langsung.
(9) Hasil pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bersifat final dan mutlak.

Pasal 21
Uraian lebih mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan dan
penetapan mitra KSPBMN sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
Ketentuan pelaksanaan tender KSPBMN di Lingkungan
Kementerian Perhubungan yang belum diatur dalam
Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemanfaatan

Barang Milik Negara.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI LANGSUNG DAN
PENETAPAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

Pasal 23
Tahapan seleksi langsung dilakukan dengan tahapan:
a. Pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi;
b. Negosiasi terhadap teknis pelaksanaan Pemanfaatan
dan konsep materi perjanjian; dan
c. Pengusulan calon mitra KSPBMN kepada Pengguna

Barang.

Pasal 24
Pelaksanaan seleksi langsung dan penetapan mitra KSPBMN
di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang undangan bidang
kementerian Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan

pemanfaatan Barang Milik Negara.
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BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG DAN
PENETAPAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

Pasal 25
Tahapan penunjukan langsung dilakukan dengan tahapan:
a. Negosiasi terhadap teknis pelaksanaan Pemanfaatan
dan konsep materi perjanjian; dan
b. Pengusulan calon mitra KSPBMN kepada Pengguna

Barang.

Pasal 26
Pelaksanaan penunjukan langsung dan penetapan mitra
KSPBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan
bidang kementerian Keuangan mengenai tata cara

pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KSPBMN

Pasal 27
(1) Pengawasan dan Pengendalian KSPBMN dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
(2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan KSPBMN
dilaksanakan oleh Aparat Pengendali Intern

Pemerintahan (APIP).

Pasal 28
Pengawasan dan pengendalian oleh APIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, paling sedikit mencakup tahapan
dan pelaksanaan kegiatan:
a. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

sesuai dengan perjanjian KSPBMN;



2018, No.638

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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kesesuaian pelaksanaan KSPBMN dengan rencana
investasi yang telah tertuang dalam perjanjian KSPBMN;
kondisi fisik objek KSPBMN;

pengamanan dan pemeliharaan objek KSPBMN;
dan/atau

tingkat pelayanan terhadap pengguna jasa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 29
Dalam hal mitra KSPBMN terlambat melakukan
pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak
sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau
Pembagian Keuntungan KSPBMN pada waktu yang telah
ditentukan sebagaimana perjanjian, mitra KSPBMN wajib
membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per
bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus
dibayarkan oleh mitra KSPBMN.
Jangka waktu keterlambatan dihitung secara bulat dalam
periode bulan.
Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penyetoran ke rekening kas umum
negara.
Dalam hal BMN yang dimanfaatkan tidak dipelihara
dengan baik seusai ketentuan pada perjanjian, mitra
melakukan perbaikan sampai pada kondisi sesuai
dengan yang diperjanjikan.
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus
segera dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

pelaporan dari APIP.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
PEMANFAATANBARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

A. Pertimbangan
Pertimbangan dari pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN untuk memperoleh
manfaat yang optimal bagi negara dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam
bentuk KSP dengan mempertimbangkan:
1. nilai investasi mitra KSPBMN;
2. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk KSPBMN;
3. Hasil pelaksanaan pemanfaatan.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Mitra KSPBMN

Pemilihan mitra KSPBMN didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Pemilihan mitra KSPBMN dalam rangka Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP
dilakukan melalui pemilihan.

2. Dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMN yang
bersifat khusus, pemilihan mitra KSPBMN dapat dilakukan melalui
penunjukan langsung.

3. Pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN secara pemilihan dilakukan
denganmemperhatikan prinsip-prinsip:

a. dilaksanakan secara terbuka;

b. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra KSPBMN yang
memasukan penawaran,

c¢. memberikan manfaat yang optimal bagi negara.

d. dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi,
handal dan kompeten;

e. teradministrasi dan terdokumentasi secara baik.

4. Pejabat/pegawai atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan
Pengguna Barang, Tim Pemanfaatan, maupun Panitia pemilihan, sampai
dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra KSPBMN.

5. Biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra
KSPBMN dibebankan pada APBN.

C. Subjek Pelaksana Pemilihan Mitra KSPBMN
1. Pelaksana pemilihan mitra KSPBMN pada Pengguna Barang terdiri atas:
a. Pengguna Barang; dan
b. Panitia pemilihan, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Unit Kerja yang
membidangi Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN.

D. Calon Mitra KSPBMN

1. Pihak yang dapat menjadi mitra KSPBMN meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta kecuali perorangan; dan

2. Calon mitra KSPBMN wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai
berikut:
a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:

1) berbentuk badan hukum;
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2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperoleh Surat
Keterangan Fiskal (tax clearance) dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat; dan

3) menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen
pendukungnya.

b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:

1) cakap menurut hukum;

2) tidak masuk dalam daftar hitam pada pelaksanaan pemilihan mitra
segjenis dan/atau pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;

3) memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas;

4) memiliki  keahlian, pengalaman, dan  kemampuan  teknis
danmanajerial;

5) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
lainyang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

0) tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan danfatau pengurus
perusahaan(pemilik, komisaris, dan direksi) tidak sedang menjalani
hukuman(sanksi) pidana dan/atau perdata;

7) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentinganPanitia pemilihan;

8) menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedangdilaksanakan;

9) tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi
dankemampuan usaha yang dimiliki; dan

10) menandatangani pakta integritas (sebagaimana form pakta
integritas)yang disampaikan bersamaan pada saat penyampaian
dokumenpenawaran.

Biaya

1. Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapandan pelaksanaan
pemilihan mitra KSPBMN, vang dibiayai dari APBN, vang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan pemilihan mitra KSPBMN;
b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
¢. biaya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaanpemilihan

mitra KSPBMN.

2. Honorarium personil organisasi pemilihan mitra KSPBMN berpedoman

padaperaturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

Dokumen Pemilihan Mitra KSPBMN

Dokumen pemilihan mitra KSPBMN secara umum memuat:

1. Undangan kepada para peserta pemilihan mitra KSPBMNuntuk
pemasukandokumen penawaran, mengikuti penjelasan pemilihan (aanwijzing)
jika adadan pembukaan dokumen penawaran.

2. Informasi kepada peserta pemilihan mitra KSPBMN yang paling kurang
memuat:

a. umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan
kualifikasipeserta pemilihan mitra KSPBMN, jumlah dokumen penawararn
yvangdisampaikan, dan peninjauan objek Pemanfaatan BMN;

b. isidokumen pemilihan mitra KSPBMN, antara lain meliputi:

1) Pejelasan singkat mengenai Pemanfaatan BMN yvang
akandilaksanakan;

2) perkiraan mnilai investasi dalam Pemanfaatan BMN yang
akandilaksanakan;

3) minimal nilai kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untukKSp;
4) Kerangka acuan kerja;
5) Dalam hal Pemanfaatan BMN dituyjukan untuk membangun
suatubangunan tertentu, maka diperlukan:
a) spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam
kerangkaacuan kerja;
b) kualifikasi dari pihak yang akan membangun (kontraktor)
dalamhal yvang membangun bukan calon peserta;
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6) jadwal proses pemilihan mitra KSPBMN; dan
7) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi.

¢. Formulir isian kualifikasi terdiri atas:
1) surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan mitra KSPBMN;

2) surat pernyataan;
3) petunjuk cara pengisian formulir isian kualifikasi;
4) data administrasi vang terdiri atas:

a) data administrasi umum (identitas perusahaan);
b) surat izin usaha;
c) sertifikasi dari asosiasi perusahaan;
d) landasan hukum pendirian perusahaan;
e) daftar susunan pengurus;
f) data keuangan;
(1) Nomor pokok wajib pajak;
(2) Neraca perusahaan terakhir; dan
(3) Dukungan Bank;
g) data teknis:
(1) data pengalaman; dan
(2) data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

d. persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah Bahasa
Indonesia, penulisan penawaran, mata uang penawaran dalam matauang
Rupiah, dan cara pemenuhan prestasi, masa berlaku penawaran,surat
jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh pesertapemilihan
mitra KSPBMN, bentuk  penawaran, dan penandatanganan
suratpenawaran;

¢. cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhirwaktu
penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran vangterlambat,
serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaranyvang telah
masuk;

f. prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,
klarifikasidokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen
penawaran,koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal,
system evaluasi penawaran meliputi Kkriteria, formulasi dan tata cara
evaluasi,serta penilaian preferensi harga.

3. rancangan perjanjian kerjasama,

4. spesifikasi teknis dan gambar (jika investasi yang dilakukan oleh mitra
KSPBMNadalah membangun suatu bangunan tertentu);

5. bentuk surat penawaran;

6. bentuk kerjasama;

7. bentuk surat jaminan penawaran (Bank Garansi);

8. bentuk surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi).

G. Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Mitra KSPBMN
Tata cara pelaksanaan  pemilihan mitra KSPBMN secara umum
dapatdikelompokkan dalam 3 (tiga) tahapan pokok, mulai dari tahap
pembentukanPanitia pemilihan oleh Pengguna Barang sampai dengantahap
penerbitan Keputusan Pemenang. Ketiga tahapan tersebut, yaitu:
1. Membuat Rencana Umum Pemilihan (RUP);
2. Pembentukan Panitia pemilihan Mitra KSPBMN;
3. Pelaksanaan pemilihan, terdiri atas:
a. Pengumuman;
b. Pengambilan dokumen pemilihan, (Penjelasan pemilihan (aanwijzing),
jikadiperlukan);
Pemasukan dokumen penawaran,
Pembukaan dokumen penawaran;
Penelitian kualifikasi;
Pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN;
Pelaksanaan pemilihan;
Pengusulan dan Penetapan Mitra KSPBMN;

DR e R
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Alur pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN digambarkan sebagai berikut:

penetapan mitra

Menteri atas usulan Panitia Pemilihan Mitra KSPBMN Calon Mitra
Unit Kerja Eselon [ KSPBMN
Membuat dan
mengesahkan Rencana
Pemilihan Atas Usulan Es. |
RUP
RUP -
\_/—
+ SKTim
SK Tim B
J
Pengumumkan Mengambil
7] Dekumen Pemilihan
pelaksanaan
Pemilihan Mitra KSP +
Membuat dan
memasukan Dokumen
penawaran
Penawaran o Penawaran
Membuka
DokumenPenawaran
Melakukan
Penelitian Kualifikasi
Pemanggilan
Peserta
Membuat ! Pelak:
embuat usulan — ela .sa.naan
Relendng pemilihan
Mengumumbkan
pemenang
Membuat Membuat usulan

penetapan mitra

Kep Mitra

| Kep Mitra
P> |




2018, No.638

-26-

TAHAP PERTAMA - Membuat Rencana Umum Pemilihan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN vang akan dilakukan
olehPanitia pemilihan mitra KSPBMN, Pengguna Barang melakukan ujikelayakan
Sfeasibility studyatas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang akandilakukan pemilihan
mitra KSPBMN. Berdasarkan uji kelayakan/ feasibility studytersebutPengguna Barang
membuat Rencana umum pemilihan Mitra KSPBMN.

Rencana umum pemilihan tersebut meliputi:

a.
b.

Mengidentifikasi peruntukan KSP.

Mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaankKSP

tersebut, antara lain meliputi:

1) kemampuan keuangan dengan melihat dari neraca serta cash
Jflowperusahaan;

2) spesifikasi teknis; dan

3) rancangan perjanjian;

Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pemilihan mitra

KSPBMN.

Menyusun kerangka acuan kerja, yang sekurang-kurangnya berisi:

1) Pendahuluan vang berisi gambaran umum singkat tentang KSPBMNyang

akan dilaksanakan,

Maksud dan tujuan pelaksanaan KSPBMN;

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan KSPBMN;

Nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan KSPBMN;

Nilai investasi yang dibutuhkan, mnilai BMN yang diperhitungkan

sebagaiinvestasi, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

vangharus disetorkan ke negara atas pelaksanaan KSPBMN, dan tidak

kurang dari nilai Pemanfaatan yang telah disetujuioleh Pengelola Barang;

6) Jangka waktu pelaksanaan KSPBMN;

7) Ruang lingkup usaha (core business) dalam KSPBMN, objek Pemanfaatan,dan
lokasi objek Pemanfaatan BMN;

8) Jenis manajerial yang diperlukan untuk mengelola usaha Pemanfaatan;

9) Spesifikasi bidang manajerial yang dibutuhkan, seperti:
pengalaman,sertifikasi, dan dukungan personalia;

10) Aset yang dihasilkan dari pelaksanaan KSPBMN;

11) Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi terkait aset yang akan dibangun;

12) Metoda kerja yang harus dilakukan oleh mitra KSPBMN atau dalam
melaksanakan KSPBMN;

13) Laporan  mitra KSPBMNmenyangkut kemajuan  pekerjaan  yvang
telahdilaksanakan, hal Pemanfaatan BMN ditujukan untuk membangunsuatu
bangunan tertentu.

REFCRERS)

TAHAP KEDUA - Pembentukan Panitia pemilihanMitra KSPBMN
Pada tahap ini, Pengguna Barang membentuk Panitia pemilihan Mitra KSPBMN

untuk melakukan seleksi guna menentukan calon mitra KSPBMNyang akan ditunjuk
dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalambentuk KSP.

1.

Keanggotaan Panitia pemilihan Mitra KSPBMN

a. Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris,
dananggota.

b. Keanggotaan Panitia pemilihan berjumlah gasal ditetapkan sesuaikebutuhan,
paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

1) unsur dari Unit Eselon I Objek KSPBMN yang bersangkutan, unit kerja
yvang membidangi layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik
negara, unit kerja yang membidangi Keuangan, unit kerja yang
membidangi Hukum dan dapat mengikutsertakan unsur dariunit
kerja/instansi lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra KSPBMN;
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c. Panitia pemilihan diketuai olehunsur dari Unit Eselon I Objek KSPBMN yang
bersangkutan.
d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalamkeanggotaan
Panitia pemilihan.
e. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Panitia pemilihan, harusmemenuhi
sebagai berikut:
1) memiliki integritasdisiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas (form pakta integritas sebagaimana lampiran);
2) memiliki pengetahuan teknis dan pengetahuan di bidang pengelolaan
BMN;
3) mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas;
4) tidak sedang menjabat sebagai pengelola keuangan,
5) berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan golongan paling rendah II/b atau
yang setara;
6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
7) memiliki kemampuan bekerja secara berkelompok dalam melaksanakan
tiap tugas/ pekerjaan.

2. Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Mitra KSPBMN:

a. menyusun dan menetapkan rencana jadwal proses pemilihan mitra

KSPBMN;

menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN di media massa

nasionaldan di website Kementerian Perhubungan;

melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra KSPBMN,;

melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yangmasuk;

menyatakan pemilihan gagal;

melakukan:

1) pemilihan dengan peserta calon mitra KSPBMN yang lulus kualifikasi;

2) mnegosiasi dengan calon mitra KSPBMN dalam hal pemilihan gagal atau
pemilihanmitra KSPBMN tidak dilakukan melalui pemilihan;

h. mengusulkan calon mitra KSPBMN berdasarkan hasil
pemilihan/seleksilangsung/penunjukan langsung kepada PenggunaBarang;
menyimpan asli dokumen pemilihan dan dokumen penawaran; dan

j»  membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasilpemilihan
kepada Pengguna Barang.

@& o
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TAHAP KETIGA - Pelaksanaan pemilihan

Berdasarkan rencana umum pemilihan mitra KSPBMN yang telah ditetapkan,
sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia pemilihan mitra KSPBMN menyusun dan
menetapkan dokumen pemilihanyang harus dipenuhi oleh peserta calon mitra
KSPBMN.

Pelaksanaan pemilihan oleh Panitia pemilihan mitra KSPBMN dilakukan
dengantahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pengumuman
a. Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan pemilihan di
mediamassa nasional, melalui surat kabar harian nasional dan
websiteKementerian Perhubungan.
b. Pengumuman melalui media massa nasional dilakukan paling sedikit 2(dua)
kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan rincian:

1) pengumuman pertama dilakukan paling lama 10 (sepuluh) harikerja sejak
saat berlakunya keputusan pembentukan Panitia pemilihan;

2) pengumuman kedua, dan pengumuman berikutnya jika ada,dilakukan
dengan jarak waktu antar pengumuman paling lama 3(tiga) hari kerja
setelah pengumuman sebelumnya.

c. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:

1) nama dan alamat Panitia pemilihan;

2) deskripsi BMN objek Pemanfaatan;
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bentuk Pemanfaatan;

peruntukan Pemanfaatan;

jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan;

jadwal dan lokasi pemasukan dan pembukaan dokumenpenawaran;
uraian singkat mengenai pekerjaan vang akan dilaksanakan;
perkiraan nilai investasi; dan

syarat-syarat peserta pemilihan.

LIJGUNEL

2. Pengambilan Dokumen Pemilihan

a.

Peserta calon mitra KSPBMN dapat mengambil dokumen
pemilihansecaralangsung kepada Panitia pemilihan dan/ataumengunduh
dari websitesesuai waktu dan tempat vang ditentukan dalam pengumuman.
Pengambilan  dokumen  dapat dilakukan 1 (satw) Thari kerja
setelahpengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas
akhirpemasukan dokumen penawaran.

Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalampendaftaran

dan pengambilan dokumen.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra KSPBMN yang

melakukanpengambilan dokumen pemilihan.

Panitia pemilihan menyampaikan undangan penjelasan pemilihan

(aanwijzing) jika ada dan pembukaan dokumen penawaran kepadapeserta

calon mitra KSPBMN yang telah terdaftar.

Dalam hal pengambilan dokumen pemilihan dilakukan denganmengunduh

dari website, maka peserta calon mitra KSPBMN:

1) dapat melihat tata cara mengunduh dalam website;

2) mengisi formyang terdapat dalam website; dan

3) pengunduhan  dokumen  pemilihan pada  website dilakukan
setelahmengikuti tahap registrasi dan mengisi form yang tersedia.

Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai dokumen pemilihan, Panitia

pemilihan dapat melakukan penjelasan pemilihan (aanwijzing) di tempatdan

pada waktu yang ditentukan, yang dihadiri oleh para pesertapemilihan mitra

KSPBMN yang terdaftar dalam daftar peserta pemilihan mitra

KSPBMN,dengan ketentuan:

1) Penjelasan pemilihan (aanwijzing) dilakukan 5 (lima) hari kerjasebelum
pemasukan dokumen penawaran.

2) Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra KSPBMN pada saat penjelasan
tidakdapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarandan
dianggap menyetujui penjelasan pemilihan;

3) Dalam acara pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepadapeserta
mengenai:

a) Kerangka Acuan Kerja,

b) Metode pemilihan mitra KSPBMN;

c) Cara penyampaian penawaran;

d) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

€) Acara pembukaan dokumen penawaran;

f)y Metode evaluasi,

g) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;

h) Bentuk perjanjian kerjasama;

i) Besaran, masa berlaku, dan pihak yvang dapat mengeluarkanjaminan
penawaran.

4) Dalam hal terdapat kesulitan dalam melakukanpeninjauan
objekPemanfaatan peserta calon mitra KSPBMN dapat meminta
melakukankoordinasi dengan Pengguna Barang.

5) penjelasan  mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan  yang
berupapertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia pemilihan
sertaketerangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan
lapangan,harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP)
vangditandatangani oleh Panitia pemilihan dan minimal 1 (satu)
wakildari peserta vyang hadir, dan merupakan bagian vyang
tidakterpisahkan dari dokumen pemilihan;
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6) apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada butir 5) terdapathal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perluditampung,maka
Panitia pemilihan harus menuangkan ke dalamaddendum dokumen
pemilihan,

3. Pemasukan Dokumen Penawaran

a.

b.

Batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling lama 10 (sepuluh} hari
kerja setelah berakhirnya penavangan pengumuman terakhir.
Peserta calon mitra KSPBMN memasukan dokumen penawaran sesuai
persyaratanscbagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaranharus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam DokumenPemilihan, yakni:
1) Dokumen Penawaran terdiri atas Sampul I dan Sampul II.
2) Sampull terdiri atas:

a) Dokumen administrasi, terdiri atas:

(1) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan tanggalsurat
penawaran, masa berlaku penawaran, dan jangkawaktu
Pemanfaatan. Surat penawaran tidak bolehmencantumkan nilai
Pemanfaatan yang ditawarkan;

(2) Surat kuasa bermeterai cukup dari pemimpin/direkturutama
perusahaan kepada penerima kuasa yang Namanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);

(3) Surat perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (apabilaada);

b) Dokumen Isian form kualifikasi beserta lampirannya, terdiriatas:

(1) Surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan mitra
KSPBMN;

(2) Surat pernyataan;

(3) Data administrasi yang terdiri dari atas :

(8) Data administrasi umum (identitas perusahaan);

(b) Surat izin usaha;

(c) Sertifikasi dari asosiasi perusahaan;

(d) Landasan hukum pendirian perusahaan;

(¢) Daftar susunan pengurus;

(f) Data keuangan,

(8) Nomor pokok wajib pajak;

(h) Neraca perusahaan terakhir; dan

(i) Dukungan Bank;

(4) Data teknis;

(9) Data pengalaman; dan

(6) Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

(7) Dokumen penawaran teknis terdiri atas :

(a) Penjelasan singkat mengenai Pemanfaatan BMN yang akan
dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan
kerja;

(b) Penjelasan singkat mengenai Pemanfaatan BMN yang akan
dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan
kerja;

Pengalaman peserta calon mitra KSPBMN;

Pendekatan dan metodologi;

Kualifikasi tenaga ahli;

Kualifikasi pihak yang akan membangun;

Spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam

kerangka acuan kerja;

Kualitas material yang digunakan dalam pembangunan;

Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Jenis managerial yang diperlukan untuk mengelola usaha

kerjasama Pemanfaatan;

(k) Kualifikasi dan kualitas bidang managerial yang dibutuhkan,
seperti : pengalaman, sertifikasi, dan dukungan personalia;
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() Hasil KSPBMN;
c) Kualitas metoda kerja yang harus dilakukan oleh mitra KSPBMN KSP
dalam melaksanakan KSP.

Sampul Il (nilai pemanfaatan) yang terdiri atas:

a) Nilai investasi yang akan dilakukan, serta nilai konstribusi tetap dan
porsi pembagian keuntungan yang ditawarkan dalam pelaksanaan
KSPBMN;

b) Rekapitulasi penawaran investasi;

¢) Rincian penawaran untuk KSPBMN :

(1) Investasiawal :
(a) Rencana pembangunan
(b) Rincian biaya
(2) Pembiayaan :
(a) Sumber pembiayaan
{b) Cost of capital
(3) Analisis pasar dan operasi
(a) Gambaran umum
(b) Analisis pasar
(c) Analisis operasi
(1) Analisis proyeksi laba rugi dan arus kas
(a) Proyeksi laba rugi :
i Jenis dan proyeksi pendapatan
ii Jenis dan proyeksi beban
(b) Proyeksi arus kas
(c] Capital expenditure
{d) Indikator keuangan :
i Discount rate
ii Internal rate of return (IRR)
tii Net present value (NPV)
i Payback period
v Discounted Payback Period
(5) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
(a) Kontribusi tetap
(b) Pembagian keuntungan

d) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pemilihan
(apabila ada)

Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri atas:

1 (satu) rangkap dokumen asli dan 1 (satu) rangkap salinannya. Dokumen

asli ditandai “ASLI” dan salinannya ditandai “REKAMAN”

Dokumen Penawaran administrasi dan Teknis dimasukkan dalam Sampul

I dan ditulis “Penawaran Sampul I” sedangkan dokumen penawaran Nilai

Pemanfaatan dimasukkan dalam sampul II dan ditulis “Penawaran

Sampul II”. Selanjutnya Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam 1

(satu) sampul dan ditulis nama dokumen penawaran Pemanfaatan BMN

dengan menyertakan nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada

Panitia pemilihan dengan alamat yang ditentukan dalam dokumen

pemilihan

Peserta memasukkan dokumen penawaran kedalam kotak/tempat

pemasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

Peserta dapat menyampaikan dokumen penawar melalui pos/jasa

pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia pemilihan sebelum

batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Untuk dokumen penawaran vang diterima melalui pos/jasa pengiriman,

maka:

a) Panitia pemilihan mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen
penawaran yvang diterima pada sampul luar
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b) Dokumen penawaran yang diterima setelah lewatnya batas akhir
pemasukan dokumen penawaran tidak dapat disertakan dalam proses
selanjutnya.

9) Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan dokumen
penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta
diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN" atau “PENAMBAHAN” sesuai dengan
isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah
disampaikan sebelumnya.

Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen

Penawaran tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu

penyampaian dokumen penawaran.

d. Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkandalam dokumen pemilihan;

e. Metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian
dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian
penjelasan, jika ada;

f. Panitia pemilihan menentukan tempat, tanggal dan waktu penerimaan
dokumen penawaran,;

g. Panitia pemilihan tidak diperkenankan merubah waktu penutupan
penyampaian dokumen penawaran.

4. Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan pesrta
calon mitra KSPBMN pada waktu dan tempat vang ditentukan dalam
dokumen pemilihan;

1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari kerja dan waktu
vang sama dengan batas akhir pemasukan dan dokumen penawaran,

2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara dan
ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi yang
berasal dari peserta calon mitra KSPBMN vang hadir;

3) Panitia pemilihan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil
dari peserta calon mitra KSPBMN yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak
terdapat saksi dari peserta mitra KSPBMN vang hadir, Panitia pemilihan
menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran
sampai dengan waktu tertentu yvang telah di tentukan Panitia pemilihan.
Setelah sampai pada batas waktu yang di tentukan, wakil calon peserta
mitra KSPBMN tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia pemilihan yang di
tunjuk secara tertulis oleh Panitia pemilihan;

4) Panitia pemilihan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran dan menghitungjumlah sampul penawaran yang masuk (tidak
dihitung surat pengunduran diri);

5) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan atas sampul utama yang
berisi sampul I dan sampul 1l sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
dalam dokumen pemilihan;

6) Panitia pemilhan di saksikan saksi membuka, memeriksa,
menujukkan, dan membacakan di hadapan para peserta calon mitra
KSPBMN mengenai kelengkapan dokumen penawaran sampul I
sebagaimana telah di tentukan dalam dokumen pemilihan, tanpa
membuka dokumen penawaran sampul II;

7) Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra KSPBMN pada saat pembukaan
dokumen  penawaran  tidak dapat  dijadikan  dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran dan dianggap menyetujui pada tahap
pembukaan dokumen penawaran;

8) Panitia pemilihan segera membuat berita acara pembukaan penawaran
(BAPP) terhadap penawaran yang masuk;
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9) Setelah di bacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota
Panitia pemilihan yang hadirdan 2 (dua) wakil peserta calon mitra
KSPBMN vyang sah yang di tunjukan oleh para peserta calon mitra
KSPBMN yang hadir;

10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh
Panitia pemilihan yang hadir dan 2 (dua) wakil peserta calon mitra
KSPBMN, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia pemilihan;

11) BAPP di bagikan kepada wakil peserta calon mitra KSPBMN vang hadir
tanpa dilampiri dokumen penawaran;

12) Panitia pemilihan menyatakan pemilihan gagal dalam hal peserta calon
mitra KSPBMN yang memasukan dokumen penawaran kurang dari3 (tiga)
peserta dan dilakukan pemilihan ulang.

5. Penelitian Kualifikasi

a.

Penelitian kualifikasi dilakukan terhadappenawaran sebagaimana sampul 1

vang terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu:

1) penelitian administrasi;

2) Penelitian profil usaha calon mitra KSPBMN; dan

3) Penelitian teknis.

penelitian kualifikasi untuk masing-masing tahap dilakukan oleh Panitia

pemilihan sesuai dengan:

1) waktu yang diperlukan; atau

2) jenis dan kompleksitas pekerjaan.

hasil penelitian kualifikasi untuk masing-masing tahap yang dilakukan oleh

Panitia pemilihan akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, vaitu:

1) memenuhi syarat (lulus kualifikasi); atau

2) tidak memenuhi syarat (tidak lulus kualifikasi/gugur).

Panitia pemilihan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi, atau

mengubah dokumen pemilihan mitra KSPBMN setelah batas akhir

pemasukan penawaran (post bidding).

Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah

penawarannya setelah batas akhir pemasukkan penawaran (post biding).

Penelitian Administrasi

1) Penelitian administrasi dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti
atas pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi (penawaran Sampul

1), meliputi:
a) Surat penawaran, namun tidak tercantum harga penawaran yang
didalamnya;

(1) ditandatangani oleh:

(a) direktur utama pimpinan perusahaan;

(b) penerimaan kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
vang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya;

(¢) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat
vang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

(d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan vang bekerja sama.

(2) Jangka waktu/masa berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Mitra
KSPBMN.

(3) bertanggal.

b) Akte Pendirian Badan Usaha berikut perubahannya (bila ada);

Panitia pemilihan melakukan penelitian guna mengeliminir adanya

benturan kepentingan, diantaranya terdapat beberapa peserta calon

mitra KSPBMN vang mempunyai kepemilikan dan/atau kepengurusan

(komisaris/direksi) yang sama. Hal ini tidak diberlakukan kepada

peserta calon mitra KSPBMN vang terbentuk BUMN/D.

Apabila ditemui hal seperti ini, maka Panitia pemilihan Mitra

KSPBMN harus menggugurkan penawaran semua peserta pemilihan

mitra KSPBMN vyang berada dalam satu kekuatan pengaruh
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kepemilikan atau vang berada dalam satu kekuatan pengaruh
kepemilikan atau kepengurusan, bila jumlah peserta pemilihan mitra
KSPBMN lainnya masih ada, atau membatalkan pemilihan mitra
KSPBMN tersebut bila peserta lainnya yang memenuhi syarat sudah
tidak ada.

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d) Surat kuasa bermaterai cukup dari pemimpin/direktur utama peserta
calon mitra KSPBMN kepada penerima kuasa yang namanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila
dikuasakan);

e) Surat pernyataan bermaterai cukup, bahwa tidak sedang bersengketa
di pengadilan;

fy Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen
penawaran yang disampaikan dan sanggup dituntut di pengadilan
(lokasi Pemanfaatan)

g) Surat perjanjian kemitraan/Kerjasama Operasi (apabila ada);

h) Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi secara lengkap sebagaimana
vang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan mitra KSPBMN,;

iJ Jaminan penawaran asli (Bank Garansi);

j)  Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen
pemilihan;

k) Terhadap peserta calon mitra KSPBMN vyang Iulus penelitian
administrasi, dilanjutkan dengan penelitian profil usaha.

g. Penelitian Profil Usaha

1) Penelitian profil usaha dilakukan atas peserta calon mitra KSPBMN yang
dinyatakan lulus penelitian administrasi.

2) Penelitian profil usaha dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti
atas pemenuhan kualifiasi yang dipersyaratkan dalam dokumen
pemilihan mitra KSPBMN (isian Form vang ditentukan dalam dokumen
pemilihan mitra KSPBMN) (penawaran Sampul I), meliputi:

a) Surat pernyataan minat untuk mengikuti pemilihan mitra KSPBMN;

b) Surat pernyataan;

c¢) Data administrasi yang terdiri atas:

(1) Data administrasi umum (identitas perusahaan);
(2) Surat izin usaha;

(3) Sertifikasi dari asosiasi perusahaan;

(4) Landasan hukum pendirian perusahaan,

(5) Daftar susunan pengurus;

(6) Data keuangan;

(7) Nomor pokok wajib pajak;

(8) Neraca perusahaan terakhir; dan

(9) Dukungan bank;

d) Data teknis

e) Data pengalaman; dan

f) Data pekerjaan vang sedang dilaksanakan

3) Terhadap peserta calon mitra KSPBMN vang lulus penelitian profil usaha,
dilanjutkan dengan penelitian teknis.

h. Penelitian teknis

1) Peneclitian teknis dilakukan atas peserta calon mitra KSPBMN yang
dinyatakan lulus penelitian profil usaha;

2) Penelitian teknis dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti atas
pemenuhan kelengkapan dokumen teknis (Penawaran Sampul I) meliputi:
a) Penjelasan singkat mengenai pemanfaatan BMN vyang akan

dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan kerja;

b) Pengalaman peserta calon mitra KSPBMN;

c) Pendekatan dan metodologi;

d) Kualifkasi tenaga ahli;

¢) Kualifikasi yvang akan membangun;

f) Spesifikasi bangunan sebagaimana ditentukan dalam kerangka acuan
kerja;
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g) Kualitas material yvang digunakan dalam pembangunan;

h) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

i Jenis manajerial yang diperlukan untuk mengelola usaha kerjasama
pemanfaatan;

j)  Kualifkasi dan kualitas bidang manajerial yvang dibutuhkan, seperti
pengalaman, sertifikasi, dan dukungan personalia;

k) Hasil KSP;

) Kualitas metoda kerja yang harus dilakukan oleh mitra
KSPBMNdalam melaksanakan KSP.

3) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian
Kualifikasi yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan;

4) Terhadap peserta vang lulus dalam penelitian kualifikasi, dilanjutkan
dengan pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN untuk pelaksanaan
milihan;

5) Dalam hal tidak terdapat peserta calon mitra KSPBMN yang lulus
kualifikasi, pemilihan dinyatakan gagal dan dilakukan pemilihan ulang.

6. PemanggilanPeserta Calon Mitra KSPBMN
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN yang
dinyatakan pemilihan kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan
melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (email).
Pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN hanya dilakukan untuk calon peserta
mitra KSPBMN yang memenuhi/lulus kualifikasi.

7. Pelaksanaanpemilihan

a.

b.

pemilihan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berita acara
kualifikasi ditandatangani;

pemilihan dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMN
berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengguna Barang
kepada mitra KSPBMN yang tepat dari peserta calon mitra KSPBMN yang
lulus kualifikasi;

pemilihan dilaksanakan sepanjang terdapat 3 (tiga) peserta calon mitra
KSPBMN vang memasukkan penawaran dan terdapat sekurang-kurangnya 1
(satu) peserta calon mitra KSPBMN yang lulus kualifikasi;

Berdasarkan berita acara hasil kualifikasi yang telah ditetapkan dan setelah
dilakukan pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN yang lulus kualifikasi,
dilakukan pembahasan pemilihan dengan tahapan:

1) Pembukaan dokumen penawaran sampul Il (nilai pemanfaatan):

a) Pembukaan dokumen penawaran sampul Il dilakukan secara terbuka
dihadapan peserta calon mitra KSPBMN vang lulus kualifikasi
(sampul I) pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen
pemilihan;

bh) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara dan
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi
peserta calon mitra KSPBMN vang hadir;

¢) Panitia pemilihan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua)
wakil dari peserta calon mitra KSPBMN yang hadir sebagai saksi.
Apabila tidak terdapat saksi dari peserta calon mitra KSPBMN vang
hadir, Panitia pemilihan menunda pembukaan kotak/tempat
pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang
telah ditentukan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan,
wakil peserta calon mitra KSPBMN tetap tidak ada yang hadir, acara
pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen = penawaran
dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia
pemilihan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia pemilihan;

d) Panitia pemilihan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk
(tidak dihitung surat pengunduran diri);
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e¢) Pembukaan dokumen penawaran sampul Il dilakukan hanya terhadap
peserta calon mitra KSPBMN yang lulus kualifikasi (Sampul 1) sesuai
dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pemilihan;

f) Panitia pemilihan disaksikan saksi membuka, memeriksa,
menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta calon mitra
KSPBMN mengenai kelengkapan dokumen penawaran Sampul Il yang
terdiri atas:

(1) Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran, jangka waktu pemanfaatan, dan nilai investasi yang
akan dilakukan, serta nilai kontribusi tetap dan porsi pembagian
keuntungan yang ditawarkan dalam pelaksanaan KSPBMN.

(2) Rekapitulasi penawaran investasi;

(3) Rincian penawaran berupa Kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan;

(4) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pemilihan (apabila ada);

g) Ketidakhadiran peserta pemilihan mitra KSPBMN pada saat
pembukaan dokumen penawaran Sampul II tidak dapat dijadikan
dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran dan dianggap
menyetujui hasil pada tahap pembukaan dokumen sampul penawaran
1I;

h) Panitia pemilihan segera membuat berita acara pembukaan
penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk;

i Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota
Panitia pemilihan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta calon
mitra KSPBMN yang sah yang ditunjuk oleh para peserta calon mitra
KSPBMN yang hadir;

j)  Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh
Panitia pemilihan yang hadir, wakil peserta calon mitra KSPBMN,
dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh panitai pemilihan;

k) BAPP dibagikan kepada wakil peserta.

2) Evaluasi pelaksanaan pemilihan atas dokumen penawaran sampul II

a) Evaluasi atas pelaksanan pemilihan dilakukan atas dokumen
penawaran sampul Il sebagaimana BAPP Sampul II

b) Unsur-unsur vang dievaluasi harus seusai dengan yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan mitra KSPBMN;

c) Evaluasi penawaran mnilai pemanfaatan dilakukan dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan
bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan mitra
KSPBMN, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para
peserta, dengan ketentuan:

(1) Unsur yang dievaluasi adalah:

(a) Kesesuaian nilai investasi;
(b) Estimasi kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk
KSPBMN;

(2) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-
masingunsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
vangditetapkan oleh Panitia pemilihan;

(3) Pembobotan/penilaian dilakukan dan ditetapkan oleh Panitia
pemilihan.

d) Hasil evaluasi Sampul II dituangkan dalam berita acara
evaluasidokumen penawaran Sampul II yvang ditandatangani oleh
PanitiaPemilihan.

Hasil pemilihan /pemilihan mitra KSPBMN dituangkan dalam berita acara

vangditandatangani oleh Panitia pemilihan dan calon mitra KSPBMN selaku

pemenangpemilihan. Adapun pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra

KSPBMN, yaitu:

1) Panitia pemilihan membuat kesimpulan dari Thasil evaluasi
vangdituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra KSPBMN

(BAHP). BAHPmemuat hasil pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN,
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termasuk cara penilaian,rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan

penetapan urutanpemenangnya berupa daftar peserta calon mitra

KSPBMN. BAHPditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia

Pengadaanatau paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;

2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang;
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Nama semua peserta calon mitra KSPBMN dan penawaran
dan/ataupenawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta calon
mitra KSPBMN;

b) Metode evaluasi yang digunakan;

c) Rumus yang dipergunakan;

d) Keterangan-keterangan lain vang dianggap perlu mengenai halikhwal
pelaksanaan pemilihan mitra KSPBMN;

e) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta calon mitra
KSPBMNyang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

fi Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua)cadangan
(dalam hal ada pemenang cadangan).

Dalam hal nilai Pemanfaatan yang disampaikan oleh peserta calon mitra
KSPBMNtidak memenuhi nilai Pemanfaatan sebagaimana ditetapkan
dalamDokumen Pemilihan Mitra KSPBMN, pemilihan dinyatakan gagal dan
dilakukanpemilihan ulang.

1. Pengusulan dan Penetapan Mitra KSPBMN

a.

b.

Panitia pemilihan mitra KSPBMN menetapkan calon pemenang pemilihan
mitra KSPBMNberdasarkan hasil evaluasi.

Pengusulan calon pemenang oleh Panitia pemilihan mitra KSPBMN
dilakukan 1(satu) hari kerja setelah penetapan hasil evaluasi.

Panitia pemilihan mitra KSPBMN membuat dan menyampaikan laporan
kepadaPengguna Barang untuk menetapkan pemenangpemilihan mitra
KSPBMN.

Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan
atauketerangan lain vang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan
untukmengambil keputusan.

Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemenang
pemilihanmitra KSPBMN berdasarkan usulan dari Panitia pemilihan Mitra
KSPBMN.

Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenangpemilihan
mitra KSPBMN adalah:

1) Dokumen pemilihan mitra KSPBMN, beserta addendum (bila ada);

2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
3) Berita Acara Hasil Pemilihan mitra KSPBMN (BAHP);
4) Ringkasan proses pemilihan mitra KSPBMN dan hasil pemilihan mitra

KSPBMN,;

5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pemilihan mitra KSPBMN
dancadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia pemilihan dan
2(dua) wakil peserta pemilihan mitra KSPBMN;

6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan — pemenang
pemilihanmitra KSPBMN dan mengakibatkan penawaran/jaminan
penawaran habis masaberlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada
seluruh pesertapemilihan mitra KSPBMN untuk memperpanjang surat
penawaran dan jaminanpenawaran.

Pengguna Barang menetapkan pemenang pemilihanmitra KSPBMN sebagai

mitra KSPBMN berdasarkan usulan Panitia pemilihan dengan keputusan.

Pengumuman Pemenang pemilihan mitra KSPBMN diumumkan dan

diberitahukanoleh Panitia pemilihan kepada para peserta calon mitra

KSPBMN selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat

penetapanpemenang pemilihan mitra KSPBMN dari Pengguna Barang.

Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pemenangpemilihan sebagai mitra

KSPBMN dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN.

Peserta pemilihan mitra KSPBMN vyang ditetapkan sebagai pemenang

wajibmenerima keputusan tersebut. Apabila yang
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bersangkutanmengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku,
makapengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan
alasanyang dapat diterima secara obyektif oleh Pengelola
Barang/PenggunaBarang,.

k. Terhadap pemenang vang mengundurkan diri dengan alasan vang tidakdapat
diterima, pemenang tersebut dikenakan sanksi berupa laranganuntuk
mengikuti kegiatan pemilihan mitra KSPBMN selama 2(dua) tahun.

1 Apabila pemenang pemilihan mitra KSPBMN urutan pertama vyang
ditetapkansebagai pemenangmengundurkan diri, maka penetapan dapat
dilakukankepada calon pemenang pemilihan mitra KSPBMN urutan kedua
(jika ada), dengan ketentuan:

1) Penetapan pemenang pemilihan mitra KSPBMN urutan kedua tersebut
harusterlebih dahulu mendapat penetapan dari PenggunaBarang;

2) Masa penawaran calon pemenang pemilihan mitra KSPBMN urutan
keduamasih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

m. Apabila calon pemenang pemilihan mitra KSPBMN urutan kedua
jugamengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan
kepadacalon pemenang urutan ketiga (jika ada), dengan ketentuan:

1) Penetapan pemenang pemilihan mitra KSPBMN tersebut harus terlebih
dahulumendapat penetapan Pengguna Barang;

2)  Masa berlakunya penawaran calon pemenang pemilihan mitra KSPBMN
urutanketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;
3) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan

yvangtidak dapat diterima, dikenakan sanksi.

n. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yangtidak
dapat diterima, maka dikenakan sanksi. Kemudian Panitia pemilihan
melakukan pemilihan ulang.

0. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari
kerjasetelah pengumuman penetapan pemenang pemilihan mitra KSPBMN
dan segeradisampaikan kepada pemenang pemilihan mitra KSPBMN.

p- Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang pemilihan mitra
KSPBMNdisampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-
kurangnyakepada APIP.

H.PemilihanUlang
1. Panitia pemilihan mitra KSPBMN menyatakan pemilihan ulang apabila:
a. pemilihan dinyatakan gagal;
b. Peserta calon mitra KSPBMN yang mengikuti pemilihan kurang dari 3
(tiga) peserta.

2. Panitia pemilihan mitra KSPBMN menyatakan pemilihan gagal sebagaimana

tersebut padaangka 1 huruf a di atas apabila:

a. Tidak terdapat peserta calon mitra KSPBMN yang lulus kualifikasi;

b. Ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat antar peserta;

¢. Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan
dibidang Pemanfaatan BMN; atau

d. Calon mitra KSPBMN mengundurkan diri.

3. Terhadap pemilihan yang dinvatakan Panitia pemilihan sebagai pemilihan
ulang,Panitia pemilihan segera melakukan pemilihan ulang dengan
Tahapan sebagaiberikut:

a. Pengumuman;
b. Pengambilan dokumen pemilihan, (Penjelasan pemilihan (aarwijzing),
jikadiperlukan);
Pemasukan dokumen penawaran;
Pembukaan dokumen penawaran;
Penelitian kualifikasi;
Pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN;
Pelaksanaan pemilihan;
. Pengusulan Mitra KSPBMN.
4. Pelaksanaan atas tahapan pemilihan ulang sebagaimana angka 3 (tiga)
tersebutdi atas di bagi dalam 2 (dua) bagian:

SR a0
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Bagian |
Pada tahap ini, pelaksanaan pemilihan ulang dilaksanakan dimulai
daritahap pengumuman, pengambilan dokumen pemilihan,

pemasukandokumen penawaran, dan pembukaan dokumen penawaran
(3.a. sampaidengan 3.d.)

Bagian II

Berdasarkan pelaksanaan pemilihan vang telah dilakukan sampai
dengantahap pembukaan dokumen penawaran sebagaimana pada bagian
I,dihasilkan 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu:

1)

pemilihan ulang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan, dalam
halberdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas
pelaksanaanpemilihan ulang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta
calon mitra KSPBMN yangmemasukan dokumen penawaran;
pemilihan ulang dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi
Langsung,dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen
penawaran ataspelaksanaan pemilihan ulang terdapat 2 (dua)
peserta calon mitra KSPBMN yangmemasukan dokumen penawaran;
atau

pemilihan ulang dilaksanakan melalui mekanisme
Penunjukanlangsung, dalam hal berdasarkan hasil pembukaan
dokumenpenawaran atas pelaksanaan pemilihan ulang terdapat 1
(satu) pesertacalon mitra KSPBMN yang memasukan dokumen
penawaran.Tahapan atas pelaksanaan pemilihan ulang tersebut di
atas, dapat dijelaskanlebih lanjut sebagai berikut:

a) Pengumuman

1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan
pemilihan dimedia massa nasional, melalui surat kabar
harian nasional danwebsite Kementerian Perhubungan.

2) Tata cara pelaksanaan pengumuman dalam pemilihan
ulangsebagaimana pengaturan pada tata cara dan
mekanismepengumuman dalam pelaksanaan pemilihan pada
Tahap Ketigaangka 1.

b) Pengambilan Dokumen Pemilihan

1) Peserta calon mitra KSPBMN dapat mengambil dokumen
pemilihan  secaralangsung kepada Panitia pemilihan
dan/atau mengunduh dariwebsitesesuai waktu dan tempat
vang ditentukan dalampengumuman.

2) Tata cara pelaksanaan pengambilan dokumen pemilihan
dalampemilihan Ulang sebagaimana tata cara dan
mekanisme pengambilandokumen pemilihan dalam
pelaksanaan pemilihan pada Tahap Ketigaangka 2.

c¢) Pemasukan dokumen penawaran

1) Peserta calon mitra KSPBMN memasukan dokumen
penawaran dalampelaksanaan pemilihan ulang sesuai
persyaratan sebagaimanaditetapkan  dalam dokumen
pemilihan.

2) Tata cara pelaksanaan pemasukkan dokumen penawaran
dalampemilihan ulang sebagaimana tata cara dan
mekanisme pemasukkandokumen penawaran dalam
pelaksanaan pemilihan pada TahapKetiga angka 3.

d) Pembukaan dokumen penawaran

1) Pembukaan dokumen penawaran dalam pelaksanaan
pemilihan ulang dilakukan secara terbuka dihadapan peserta
calon mitra KSPBMNpada waktu dan tempat yang ditentukan
dalam dokumenpemilihan.

2) Tata cara pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran
dalampemilihan ulang sebagaimana pengaturan pada tata
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cara danmekanisme pembukaan dokumen penawaran dalam
pelaksanaanpemilihan pada Tahap Ketiga angka 4.

3) Dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen
penawaranatas pelaksanaan pemilihan ulang terdapat paling
sedikit 3 (tiga)peserta calon mitra KSPBMN yang memasukan
dokumen penawaran,pemilihan ulang dilaksanakan melalui
mekanisme pemilihan sebagaimana pengaturan pada
pelaksanaan pemilihan pada TahapKetiga angka 5 sampai
dengan angka 8.

4) Dalam hal berdasarkan hasil pembukaan dokumen
penawaranatas pelaksanaan pemilihan ulang terdapat 2 (dua)
peserta calonmitra KSPBMN yang memasukan dokumen
penawaran, maka Panitia pemilihan menyatakan pemilihan
ulang gagal dan selanjutnvamelakukan Seleksi Langsung.

5) Dalam hal pemilihan ulang terdapat 1 (satu) peserta calon
mitra KSPBMN yangmemasukan dokumen penawaran, maka
Panitia pemilihan menyatakan pemilihan ulang gagal dan
selanjutnya melakukanPenunjukan Langsung.

6) Terhadap pemilihan ulang yang hanya terdapat 1 (satu)
peserta calonmitra KSPBMN yang memasukkan dokumen
penawaran, pembukaandokumen penawaran sampul 1T
dilakukan bersama-sama denganpembukaan dokumen
penawaran Sampul 1.

7) Dalam hal setelah dilakukan pemilihan ulang tidak terdapat
pesertayang memasukan dokumen penawaran atau tidak
terdapat pesertacalon mitra KSPBMN yang lolos kualifikasi,
pemilihan dinyatakan gagal.

8) Hasil pemilihan ulang vang dinvatakan gagal, dituangkan
dalamberita acara yang ditandatangani oleh Panitia
pemilihan. Panitia pemilihan melaporkan kepada Pengguna
Barangatas pelaksanaan pemilihan ulang yang dinyatakan
gagal tersebutguna menentukan proses Pemanfaatan
selanjutnya.

9) Terhadap pemilihan gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada
pesertacalon mitra KSPBMN.

I. Seleksi Langsung

1. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman pelaksanaan pemilihan
ulang,berdasarkan  hasil  pembukaan dokumen = penawaran  atas
pelaksanaanpemilihan ulang peserta calon mitra KSPBMN vyang
memasukkan dokumen penawaranterdiri atas 2 (dua) peserta, maka Panitia
pemilihan menvatakan pemilihan ulang gagal dan selanjutnya dilakukan
seleksi langsung.

2. Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra KSPBMN yang
memasukkandokumen penawaran berdasarkan hasil pembukaan dokumen
penawaranatas pelaksanaan pemilihan ulang.

3. Berdasarkan penetapan pemilihan ulang vyang dilaksanakan melalui
SeleksilLangsung, selanjutnya Panitia pemilihan melaksanakan
tahapanpelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu:

a. Penelitian kualifikasi;

1) Penelitian kualifikasi seleksi langsung dilakukan terhadap
dokumenpenawaran peserta seleksi langsung sesuai
persyaratansebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

2) Tata cara penelitian kualifikasi dalam seleksi langsungdilaksanakan
scbagaimana pengaturan pada tata cara danmekanisme penelitian
kualifikasi dalam pelaksanaan pemilihan padaTahap Ketiga angka 5.

b. Pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN;
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Pemanggilan  peserta seleksi langsung dalam  pelaksanaan
seleksilangsung hanya dilakukan untuk peserta seleksi langsung
vangmemenuhi/lulus kualifikasi.
Panitia pemilihan mitra KSPBMN melakukan pemanggilan peserta
calon mitra KSPBMNdalam seleksi langsung melalui surat tertulis
dan/atau suratelektronik (email).

Pelaksanaan pemilihan

1)

2)

pemilihandalam seleksi langsung dilaksanakan paling lama S
(ima)hari kerja setelah Berita Acara Peneliian Kualifikasi
ditandatangani.

Tahapan Seleksi langsung dalam pelaksanaan pemilihan ulang

terdiriatas:

a) Pembukaan Dokumen PenawaranBerdasarkan berita acara hasil
kualifikasi yang telah ditetapkandan setelah dilakukan
pemanggilan peserta seleksi langsungyvang lulus kualifikasi,
dilakukan pelaksanaan pemilihan dengantahapan:

(1) Pembukaan dokumen penawaran Sampul il

(nilaiPemanfaatan)

(a) Pembukaan  dokumen = penawaran  Sampul I
dilakukansecara terbuka dihadapan peserta seleksi
langsung vanglulus kualifikasi (Sampul [) pada waktu
dan tempat yangditentukan dalam dokumen pemilihan;

(b) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan
dalamberita acara dan ditandatangani oleh Panitia
pemilihan dan 2 (dua) orang saksi peserta seleksi
langsung yanghadir.Dalam hal hanya ada 1 (satu)
peserta seleksi langsungcalon mitra KSPBMN vang lulus
kualifikasi, berita acaraditandatangani oleh Panitia
pemilihan dan 1 (satu) orangsaksi peserta seleksi
langsung vang lulus kualifikasi.

(c) Panitia pemilihan meminta kesediaan sekurang-
kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta seleksi
langsungyang hadir sebagai saksi atau 1 (satu) orang
saksipeserta seleksi langsung yang lulus kualifikasi
dalam halhanya ada 1 (satu) peserta seleksi langsung
vang luluskualifikasi. Apabila tidak terdapat saksi dari
pesertaseleksi langsung calon mitra KSPBMN yang hadir,
Panitia pemilihan menunda pembukaan
kotak/tempatpemasukan dokumen penawaran sampai
dengan waktutertentu yang telah ditentukan Panitia
pemilihan.Setelah sampai pada batas waktu yang
ditentukan, wakil peserta seleksi langsung tetap tidak
ada yang hadir,acara pembukaan kotak/tempat
pemasukan dokumenpenawaran dilakukan dengan
disaksikan oleh 2 (duajorang saksi di luar Panitia
pemilihan vang ditunjuksecara tertulis oleh Panitia
pemilihan;

(d) Panitia pemilihan meneliti  isi  kotak/tempat
pemasukandokumen penawaran;

(e) Pembukaan  dokumen = penawaran  Sampul I
dilakukanhanya terhadap peserta seleksi langsung vang
luluskualifikasi (Sampul [) sesuai dengan ketentuan
yvangtelah diatur dalam dokumen pemilihan;

(f) Panitia pemilihan disaksikan saksi
membuka,memeriksa, menunjukkan, dan membacakan
di  hadapanpeserta  seleksi langsung mengenai
kelengkapandokumen penawaran Sampul II yang terdiri
atas:
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i Surat penawaran yang didalamnya tercantum
masaberlaku penawaran, jangka waktu
Pemanfaatan, dannilai investasi vang akan
dilakukan, serta mnilaikontribusi tetap dan porsi
pembagian keuntunganyang ditawarkan dalam
pelaksanaan KSPBMNRekapitulasi penawaran
investasi,

ii Rincian penawaran:Kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan{untuk KSPBMN});

iii  Dokumen lainnya yang dipersyaratkan
dalamDokumen Pemilihan (apabila ada).

(g) Ketidakhadiran peserta seleksi langsung pada
saatpembukaan dokumen penawaran Sampul II tidak
dapatdijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkanpenawaran dan dianggap
menyetujui  hasil pada tahappembukaan dokumen
penawaran Sampul II;

(h) Panitia pemilihan segera membuat Berita
AcaraPembukaan Penawaran (BAPP) terhadap
penawaranyang masuk;

(i) Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP
ditandatanganioleh anggota Panitia pemilihan yang
hadir dan 2 (dua)orang wakil peserta seleksi langsung
vang sah atau I1(satu) orang saksi peserta seleksi
langsung yang sahyang lulus kualifikasi dalam hal hanya
ada 1 (satu)peserta seleksi langsung vang Iulus
kualifikasi yangditunjuk oleh peserta seleksi langsung
vang hadir.Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta seleksi
langsungcalon mitra KSPBMN vang lulus kualifikasi,
BAPP ditandatanganioleh Panitia pemilihan yang hadir,
wakil peserta seleksilangsung calon mitra KSPBMN, dan
2 (dua) orang saksi yangditunjuk oleh Panitia pemilihan,;

(i) BAPP dibagikan kepada wakil peserta.

Evaluasi  pelaksanaan  pemilihan atas dokumen

penawaranSampul 11

(a) Evaluasi atas pelaksanaan pemilihan dilakukan
atasdokumen penawaran Sampul II sebagaimana
BAPPSampul II.

(b) Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan
vangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Mitra
KSPBMN.

(c) Evaluasi penawaran nilai Pemanfaatan dilakukandengan
cara memberikan nilai angka tertentu padasetiap kriteria
vang dinilai dan bobot yang telahditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan Mitra KSPBMN,
kemudianmembandingkan jumlah perolehan nilai dan
parapeserta, dengan ketentuan:

i Unsur yang dievaluasi adalah:

(i) kesesuaian nilai Investasi;
(ii) estimasi kontribusi tetap dan
pembagiankeuntungan untuk KSPBMN;

i penilaian dilakukan sesuai pembobotan darimasing-
masing unsur yang telah ditentukan dalamDokumen
pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan;

ili Pembobotan/penilaian dilakukan dan ditetapkanoleh
Panitia pemilihan.

Panitia pemilihan menetapkan urutan peserta

seleksilangsung calon mitra KSPBMN dengan urutan nomor

1 untukpeserta seleksi langsung vang memperoleh

penilaiantertinggi berdasarkan hasil evaluasi.
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(4) Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta
seleksilangsung calon mitra KSPBMN untuk pelaksanaan
negosiasi sesuaiurutan.

(5) Hasil evaluasi sampul I dituangkan dalam berita
acaraevaluasi dokumen penawaran Sampul 1I
vangditandatangani oleh Panitia pemilihan.

(6) Dalam hal nilai Pemanfaatan yang disampaikan olehpeserta
seleksi langsung tidak memenuhi nilai
Pemanfaatansebagaimana ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan Mitra KSPBMN,pemilihandinyatakan gagal.

b) Negosiasi
(1) Negosiasi dengan peserta seleksi langsung dilakukanselama
S (lima) hari kerja.
(2) Negosiasi dilakukan terhadap teknis
pelaksanaanPemanfaatan dan konsep naskah perjanjian.
(3) Panitia pemilihan melaksanakan negosiasi dengan

pesertaseleksi langsung dengan mengacu pada
dokumenpemilihan mitra KSPBMN,
(4) Ketentuan umum pelaksanaan KSPBMN, termasuk

perubahan yang mengakibatkan penurunankontribusi tetap
dan pembagian keuntungan untukPemanfaatan dalam
bentuk KSP.

(3) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam
pelaksanaannegosiasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Negosiasi(BAHN) yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan
danpeserta seleksi langsung calon mitra KSPBMN.

(6) Panitia pemilihan  tidak melakukan  pemanggilan
terhadappeserta seleksi langsung calon mitra KSPBMN
dengan nomor urut 2(dua) untuk pelaksanaan negosiasi,
dalam hal negosiasidengan peserta seleksi langsung calon
mitra KSPBMN dengan nomorurut 1 (satu) mencapai

kesepakatan.
(7) Panitia pemilihan menyampaikan usulan  peserta
seleksilangsung beserta hasil negosiasi kepada

PengelolaBarang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan
sebagaimitra KSPBMN.

(8) Usulan peserta seleksi langsung disertai dengan
dasarpertimbangan dan melampirkan:

(a) Dokumen pemilihan, beserta addendum (bila ada);
(b) BAPP;

(c) BAHP;

(d) Ringkasan proses pemilihan dan hasil pemilihan;
(e) Dokumen penawaran.

(9) Apabila terjadi keterlambatan dalam
menctapkanpelaksanaan negosiasi dan mengakibatkan
penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya,
makadilakukan  konfirmasi kepada  peserta  seleksi
langsunguntuk memperpanjang surat penawaran.

c) Pengusulan calon mitra KSPBMN kepada PenggunaBarang
Pengguna Barang menetapkan pemenangseleksi langsung sebagai
mitra KSPBMN berdasarkanusulan Panitia pemilihan dengan
keputusan. Pengusulan calonpemenang oleh Panitia pemilihan
mitra KSPBMN dilakukan 1 (satu) harikerja setelah BAHN
ditandatangani.

d. Penerbitan Keputusan Pemenang Seleksi Langsung
1) Pengguna Barang menerbitkan KeputusanPemenang seleksi langsung
sebagai Mitra KSPBMN.
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2) Peserta pemilihan mitra KSPBMN yang ditetapkan sebagai pemenang
wajibmenerima keputusan tersebut. Apabila yang
bersangkutanmengundurkan diri dan masa penawarannya masih
berlaku, makapengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan
berdasarkanalasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pengguna
Barang.

3) Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang
tidakdapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku,
pemenangtersebut dikenakan sanksi berupa larangan untuk
mengikutikegiatan pemilihan mitra KSPBMN untuk pelaksanaan
Pemanfaatan BMNselama 2 (dua) tahun.

4) Apabila pemenang pemilihan mitra KSPBMN vang ditetapkan
sebagaipemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat
dilakukankepada peserta seleksi langsung urutan kedua (jika ada),
denganketentuan:

a) Panitia pemilihan memanggil peserta seleksi langsung
dengannomor urut dua untuk melakukan negosiasi dan
terjadikesepakatan dalam pelaksanaan negosiasi;

b) Penetapan pemenang seleksi langsung urutan kedua
tersebutharus terlebih dahulu mendapat penetapan
PengelolaBarang/Pengguna Barang;

¢) Masa penawaran peserta seleksi langsung urutan kedua
masihberlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

5) Apabila peserta seleksi langsung mengundurkan diri dengan
alasanyang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi. Kemudian
Panitia pemilihan melakukan menetapkan pemilihan gagal.

6) Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima)
harikerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi
langsungdan segera disampaikan kepada pemenang seleksi langsung.

7) Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang pemilihanmitra
KSPBMN disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-
kurangnya kepada APIP.

J.  Penunjukan Langsung

1. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman pelaksanaan pemilihan
ulang,berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran atas pelaksanaan
pemilihan ulang peserta calon mitra KSPBMN yang memasukan dokumen
penawaran terdiri atasl (satu) peserta, maka Panitia pemilihan menyatakan
pemilihan ulang gagal danselanjutnya dilakukan penunjukan langsung.

2. Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra KSPBMN
vangmemasukan dokumen penawaran berdasarkan hasil pembukaan
dokumenpenawaran atas pelaksanaan pemilihan ulang.

3. Terhadap pemilihan ulang yang hanya terdapat 1 (satu) peserta calon mitra
KSPBMN vangmemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen
penawaran Sampul Il dilakukan bersama-sama dengan pembukaan dokumen
penawaran Sampull.

4. Berdasarkan penetapan pemilihan ulang yang dilaksanakan melalui
PenunjukanLangsung, selanjutnya Panitia pemilihan melaksanakan
tahapanpelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu:

a. Penelitian kualifikasi;

1) Penelitian kualifikasi dilakukan terhadap dokumen penawaranpeserta
calon mitra KSPBMN dalam pelaksanaan pemilihan ulang
sesuaipersyaratan  sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
pemilihan.

2) Tata cara penelitan kualifikasi dalam pemilihan ulang
dilaksanakansebagaimana tata cara dan mekanisme penelitian
kualifikasi dalampelaksanaan pemilihan pada Tahap Ketiga angka 5.

3) Dalam Penunjukan Langsung, Tahap penelitian
kualifikasijugadilakukan untuk melakukan evaluasi atas penawaran
nilaiPemanfaatan (sampul II).
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Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan vang
ditetapkandalam Dokumen Pemilihan Mitra KSPBMN.

Hasil penelitian kualifikasi (Sampul 1) dan evaluasi (sampul
I)ditnangkan dalam berita acara kualifikasi dan evaluasi
dokumenpenawaran yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan.
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta
penunjukanlangsung dalam rangka negosiasi.

Dalam hal peserta penunjukan langsung tidak lulus kualifikasi
ataunilai Pemanfaatan yang disampaikan tidak memenuhi nilai
Pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen
PemilihanMitra KSPBMN, pemilihan dinyatakan gagal.

Pemanggilan peserta calon mitra KSPBMN;

1

2)

Pemanggilan  peserta penunjukan langsung dalam  rangka
negosiasihanya  dilakukan dalam hal peserta penunjukan
langsungmemenuhi/lulus kualifikasi dan nilai Pemanfaatan yang
disampaikanmemenuhi nilai Pemanfaatan sebagaimana ditetapkan
dalamDokumen Pemilihan Mitra KSPBMN.

Panitia pemilihan mitra KSPBMN melakukan pemanggilan peserta
penunjukanlangsung dalam rangka negosiasi melalui surat tertulis
dan/atausurat elektronik (email).

Pelaksanaan pemilihan

)

2)

pemilihandalam penunjukan langsung dilaksanakan paling lama
S(lima) hari kerja setelah Berita Acara Penelitian Kualifikasi
danEvaluasi ditandatangani.

Tahapan Penunjukan langsung dalam pelaksanaan pemilihan
ulangterdiri atas:

a) Negosiasi,

(1) Panitia pemilihan melaksanakan negosiasi dengan
pesertapenunjukan langsung dengan mengacu kepada
dokumenpemilihan mitra KSPBMN;

(2) Negosiasi dilakukan terhadap teknis
pelaksanaanPemanfaatan dan konsep mated perjanjian;

(3) Negosiasi juga dapat dilakukan terhadap kontribusi tetapdan
pembagian keuntungan untuk Pemanfaatan dalambentuk
KSP atau kontribusi tahunan;

(4) Ketentuan umum pelaksanaan KSPBMN, termasuk
perubahan yang mengakibatkan penurunankontribusi tetap
dan pembagian keuntungan untukPemanfaatan dalam
bentuk KSPBMN;

(5) Segala sesuatu yang dibicarakan dituangkan dalam
beritaacara negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia
pemilihan dan peserta penunjukan langsung;

(6) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap
beritaacara negosiasi melalui cara perbandingan antara
hasilnegosiasi peserta penunjukan langsung.

(7) Panitia pemilihan menyampaikan usulan
pesertapenunjukan langsung dengan hasil negosiasi
kepadaPengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat
ditetapkansebagai mitra KSPBMN.

(8) Usulan peserta penunjukan langsung disertai dengan
dasarpertimbangan dan melampirkan:

(a) Dokumen pemilihan, beserta addendum (bila ada);
(b) BAPP;

(c) BAHP;

(d) Ringkasan proses pemilihan dan hasil pemilihan;
(e) Dokumen penawaran.

(9) Apabila terjadi keterlambatan dalam
menetapkanpelaksanaan negosiasi dan mengakibatkan
penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya,
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makadilakukan konfirmasi kepada peserta calon mitra
KSPBMN untukmemperpanjang surat penawaran.

(10) Panitia pemilihan Mitra KSPBMN membuat Berita Acara
HasilNegosiasi (BAHN).

b) Pengusulan calon mitra KSPBMN kepada PenggunaBarang

(1) Pengguna Barang menectapkan pemenangpenunjukan
langsung sebagai mitra KSPBMN berdasarkan usulan Panitia
pemilihan dengan keputusan.Pengusulan calon pemenang
oleh Panitia pemilihan mitra KSPBMNdilakukan 1 (satu)
hari kerja setelah BAHN ditandatangani.

(2) Pengguna Barang menerbitkan KeputusanPenunjukan
Langsung sebagai mitra KSPBMN.

(3) Pemenang  penunjukan langsung selaku  penawar
tunggalyang ditetapkan sebagai mitra KSPBMN wajib
menerimakeputusan tersebut. Apabila yang
bersangkutanmengundurkan diri, maka pengunduran diri
tersebut hanyadapat dilakukan berdasarkan alasan yang
dapat diterimasecara obyektif oleh Pejabat berwenang.

(4) Terhadap penawar tunggal yang mengundurkan diri
denganalasan yang tidak dapat diterima, penawar
tunggaldikenakan  sanksi  berupa larangan  untuk
mengikutikegiatan Pemanfaatan BMN selama 2 (dua) tahun.

(5) Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat
S(lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan
pemenangpenunjukan langsung dan segera disampaikan
kepadapemenang penunjukan langsung.

(6) Apabila peserta penunjukan langsung mengundurkan
diridengan alasan yang tidak dapat diterima, maka
dikenakansanksi. Kemudian Panitia pemilihan
menetapkanpemilihan gagal.

(7) Keputusan penunjukan langsung harus dibuat palinglambat
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapanhasil
penunjukan langsung dan segera disampaikan
kepadapeserta penunjukan langsung/penawar tunggal.

(8) Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Penawar
Tunggaldisampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak)
paling sedikit kepada aparat pengawasan intern pemerintah.

3) Ketentuan tahapan penunjukan langsung sebagaimana angka 2) di
atas,berlaku juga untuk penunjukan langsung terhadap KSP atas
BMN yangbersifat khusus.
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha/

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama g [nama wakil sah badan usaha/
No. Identitas : J[diisi nomor KTP/ SIM/ Pasporf
Jabatan

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitra
dan atas nama KSPBMNan
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama/

2. Nama : [nama wakil sah badan usahaf
No. Identitas : /[diisi nomor KTP/ SIM/ Pasporf
Jabatan

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitra
dan atas nama KSPBMNan
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama/

Br sve [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitra

KSPBMNan]
dalam rangka pekerjaan _ [isi nama pekerjaan] pada [isi sesuai
dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi dengan ini menyatakan
bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempatf, _ ftanggalf [bulanj 20__ f{tahunf

[Nama Penyedial

[tanda tangan/,
[nama lengkap]
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[Contoh Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha/
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKAST

Sava yvang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : /diist nama wakil sah badan usahal
No. Identitas . [disidengan no. KTP/ SIM/ paspor|
Jabatan . [diisisesuai jabatan/

Bertindak untuk : [diisi nama badan usaha/
dan atas nama

Alamat S

Telepon/Fax -

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. sava secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitra
KSPBMNan/KSO berdasarkan ___fakta pendirian/ anggaran dasar/ surat
kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran
dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi. Jika Kemitra KSPBMNan,
maka ditambah Surat Perjanjian Kemitra KSPBMNan/ Kerja Sama Operast. ],

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti
diluar tanggungan K/ L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai
K/ L/ D/ I yang sedang cuti diluar tanggungan K/ L/ D/ P/,

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak vang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk
dalam Daftar Hitam;

7. data-data badan usahayvang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (Badan Usaha)

2. Status , |:| Pusat|:| Cabang

Alamat Kantor Pusat
No. Telepon

No. Fax

E-Mail
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Alamat Kantor Cabang
No. Telepon

No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor
b. Tanggal
c. Nama Notaris
d. Nomor Pengesahan
Kementerian Hukum dan
HAM
(untuk vyang berbentuk
PT)
2. Perubahan Terakhir Akte

Pendirian/Anggaran Dasar
a. Nomor

b. Tanggal
c. Nama Notaris

d. Nomor Persetujuan
Kementerian Hukum dan
HAM
(untuk yang berbentuk
PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. Identitas Jubien dalom baday
Usaha
D. Izin Usaha
1.No. Surat Izin Usaha Tanggal
2.Masa berlaku izin
usaha
3.Instansi pemberi izin
usaha
4. Kualifikasi Usaha
5. Klasifikasi Usaha
E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)
1.No. Surat Izin Tanggal

2. Masa berlaku izin

3.Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)
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No. Alamat
No. Nama Identitas Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b.Bukti Laporan Pajak Tahun _ No.
terakhir " tanggal

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

z Keahlian/ | Pengalaman Tahun
No | Nama Tgl/ bln_/ HhE T]n_gl?at Spesialisas Kerja Keman.lptllan Sertifikat/
lahir Pendidikan : Manajerial :
i (tahun) Ljazah
1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung

. Mer . . Bukti
i Jenis Jumla | Kapasita k Tahun KOI.ldl Lokasi Status
No., Fasilitas/Peralata pembuata si Sekaran s
n/ Perlengkapan h s dan n @) o Kepemilika
tipe n
1 2 B 4 5 6 7 8 9

I.  Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10
(Sepuluh) Tahun Terakhir

Pengguna Tanggal
Bidane] . Barang/Kuasa Kontrak Sele.sal
Ringkas Pengguna Pekerjaan
Nama Sub
: an Barang Berdasarkan
N | Paket | Bidang ; Lok
. .2 | Lingkup : BA
o. | Pekerj | Pekerja Pekerja asi Alama No / S
aan an Nam |t/ Nila | Kontra
an a Telepo Rerigg i k H
i al Tesri
et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Pengguna
Bidang/ Barang/Kuasa Kontrak Progres Terakhir
Pengguna
Nama Sub .
No. . . Lokasi Barang
Pekerjaan | Bidang = :
: Nilai | Kontrak | Prestasi
Pekerjaan Alamat/ No/ .
Nama Telenon | Taneeal (Rencana) | Kerja
P 88 (%) (%)
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Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen vang saya
sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan
sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[tempat], _ [tanggal] [bulanj 20__ftahun]

Penyedia

[rekatkan materai Rp 6.000,- dan tanda tangan]

(nama lengkap)
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TATA CARA PELAKSANAAN PENGUSULAN DAN PENETAPAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANGMILIK NEGARA

1.

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP atas BMN khusus
dengan cara penunjukan langsung terdiri atas 17 (tujuh belas) kegiatan pokok,
mulai dari kegiatan penyampaian usulan minat dari pihak ketiga/pemrakarsa
sampai dengan kegiatan penandatanganan perjanjian. Keenam belas kegiatan
tersebut , yvakni:

a) Penyampaian Usulan Minat Kerjasama BMN oleh Pihak Ketiga/Pemrakarsa
Kepada Kepala Kantor (KPB)

b) KPB meneliti dan melaksanakan proses administrasi KSPBMN

c) KPB Mengajukan usulan KSPBMN kepada Pimpinan Unit Eselon [

d) Pimpinan Unit Esclon I meneliti dan melaksanakan proses administrasi
KSPBMN

¢) Pimpinan Unit Eselon | menetapkan kebijakan teknis KSPBMN

f) Pimpinan Unit Eselon [ mengajukan usulan KSPBMN kepada Pengguna Barang

g) Pengguna Barang menugaskan Sekretaris Jenderal ¢.q. Biro Layanan
Pengadaan dan Pengelolaan BMN melakukan evaluasi administrasi terhadap
usulan KSPBMN dari Unit Kerja Eselon I

h) Berdasarkan hasil evaluasi, Pengguna Barang c.q. Sekretaris Jenderal
memberikan persetujuan/penolakanatas usulan KSPBMN dengan Surat
persetujuan/penolakan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon [

i) Apabila usulan KSPBMN disetujui oleh Pengguna Barang c.q. Sekretaris
Jenderal, Pimpinan Unit Eselon Imengajukan permohonan KSPBMN secara
berjenjang kepada Pengelola Barang sesuai batas nilai kewenangan.

j)  Apabila Usulan KSPBMN disetujui, Pengelola Barang menbentuk Tim KSP

k) Tim KSP melakukan Analisa, Kajian dan Perhitungan dalam bentuk Laporan

) Berdasarkan Laporan Tim KSP, Pengelola Barang menetapkan persetujuan KSP
dan Pengguna Barang membentuk panitia pemilihan mitra

m) Panitia Pemilihan melakukan negosiasi dengan pemrakarsa/pihak ketiga

n) Berdasarkan hasil negosisasi, Panitia Pemilihan mengajukan usulan calon
Mitra KSPBMN kepada Pengguna Barang

o) Pengguna Barang menerbitkan SK Pelaksanaan KSPBMN

p) Tim KSP menyiapkan Naskah Perjanjian KSPBMN

q) Pengguna Barang dengan Mitra KSP menandatangani Perjanjian KSPBMN
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Alur Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP atas BMN Khusus dengan perunjukan langsung

Pihak Kepala Kantor | Unit Eselon [ Sekretaris Jenderal Menteri Menteri Tim KSP Panitia
Ketiga/Pemerak | UPT/Satker Perhubungan Keuangan Pemilian
arsa
Usulan Minat " -
proses administrasi
Lsuiag Melaksanakan
BMN
penelitian dan
prases administrasi
Tidak
Mengusulkan st
e ebicharr
Teknis KSP BN dan Tehniz
Binadministrasi
Ya
Surat Persetujuan
Usulan BMN atas
nama Menteri
Perhubungan
Pihak Kepala Kantor Unit Eselon | Sekretaris Jlenderal Menteri Menteri Keuangan Tim KSP Panitia
Perhubungan han

Ketiga/Pemerakarsa | UPT/Satker

Wengajukan Usulan
KSP BMN secara
berjenjang sesual
batas kewenangan

A

Tidak
Ya
1
Membentuk Tim KSP Melakikan
BMN dan Menugaskan | 15| Analisadan
Penilaian Kajian
| Laporan
Tim KSP
Pengguna Barang c.q. Menetagkan
Biro LPPBMN Persetujuan KSP

membentuk panitia
pemilihan mitra

www.peraturan.go.id
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Pihak Kepala Kantor Unit Eselon | Sekretaris Jenderal Menteri Menteri Keuangan Tim KSP Panitia
Ketiga/Pemerakarsa | UPT/Satker Perhubungan Pemilihan
l Melaksanakan
SKTIM pemillhan
Pemilthan TS aEngan
Mitra penunjukan
langsung
Melakukan
Negosisas! dengan PR
permrakarsa

Usulan Calon

S Pelaksanaan

KSP BMN I Mitra K5P

Menyiapkan
naskah
gerjanian
KSP BMN

penandatangan Penandatangan
Perjanjian KSP BMN Perjanjian KSP BMN

www.peraturan.go.id
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2. Tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP atas BMN dengan
cara pemilihan mitra terdiri atas 16 (enam belas) kegiatan pokok, mulai dari
kegiatan Kuasa Pengguna Barang (KPB) menecliti dan mempersiapkan proses
administrasi usulan KSPBMN sampai dengan kegiatan penandatanganan
perjanjian. Kelima belas kegiatan tersebut , vakni:

a)
b)
<)

d
o

)

KPB meneliti dan mempersiapkan proses administrasi usulan KSPBMN

KPB Mengajukan usulan KSPBMN kepada Pimpinan Unit Eselon [

Pimpinan Unit Eselon I menelii dan melaksanakan proses administrasi
KSPBMN

Pimpinan Unit Eselon | menetapkan kebijakan teknis KSPBMN

Pimpinan Unit Eselon | mengajukan usulan KSPBMN kepada Pengguna Barang
Pengguna Barang menugaskan Sekretaris Jenderal c¢.q. Biro Layanan
Pengadaan dan Pengelolaan BMN melakukan evaluasi administrasi terhadap
usulan KSPBMN dari Unit Kerja Eselon I

Berdasarkan hasil evaluasi, Pengguna Barang c.q. Sekretaris Jenderal
memberikan persetujuan/penolakan atas usulan KSPBMN dengan Surat
persetujuan/penolakan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I

Apabila usulan KSPBMN disetujui oleh Pengguna Barang c.q. Sekretaris
Jenderal, Pimpinan Unit Eselon I mengajukan permohonan KSPBMN secara
berjenjang kepada Pengelola Barang sesuai batas nilai kewenangan.

Apabila Usulan KSPBMN disetujui, Pengelola Barang menbentuk Tim KSP

Tim KSP melakukan Analisa, Kajian dan Perhitungan dalam bentuk Laporan
Berdasarkan Laporan Tim KSP, Pengelola Barang menetapkan persetujuan KSP
dan Pengguna Barang membentuk panitia pemilihan mitra

Panitia Pemilihan melakukan Pemilihan Mitra melalui proses lelang
Berdasarkan hasil lelang, Panitia Pemilihan mengajukan usulan calon Mitra
KSPBMN kepada Pengguna Barang

Pengguna Barang menerbitkan SK Pelaksanaan KSPBMN

Tim KSP menyiapkan Naskah Perjanjian KSPBMN

Pengguna Barang dengan Mitra KSP menandatangani Perjanjian KSPBMN
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Alur Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP atas BMN dengan pemilihan mitra
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Kuasa Pengguna Unit Fselan | Sekretaris lenderal Menteri Menteri Xeuangan Tim K57 Panitia Pemilibar Mitra KSP/Pihak
Barang Perhubungan Ketiga
Mulai
Permohanan Melaksanakan
) Jitian d <
Permanfaatan proses administrasi
KSP BMN
penolakan
Mengusulkan s
Penotapsn Keiakan ot
Teknis k5P BN dan Tekrie
ljim adeministrasi
Ya
Permahonan
Persetujuan usuian
Pemanfaatan KSP
BMN atas nama
Menteri
Perhubungan
Kuasa Pengguna Unit Eselon | Sekretaris lenderal Menteri Menteri Keuangan | Tim KSP Panitia Pemilihan Mitra KSP/Pihak
Barang Perhubungan Ketiga
Mengajukan Usalan
K58 BMN secara
Berjenjang sesual
batas kewenangan
Tk Pzt
Ya
MembertukTim KSP Melaleukan Analisa dan
BMN dan Menugaskan [0 goiian
Penilaian
b4
Laporan Tim KSP
Sekretaris Jenderal ¢.q. Bira Menetapkan
LPPBMN membentuk Persetujusn KSP
panitia pemilihan mitra
Kuasa Pengguna Unit Eselon | Sekretarik lenderal Menteri Menteri Kevangan | Tim KSP Panitia Pemilihan Mitra KSP/Pihak
Barang Perhubungan Ketiga
| |

www.peraturan.go.id
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Melaksanakan Pemilihan
SKTIM Pemilinan Mitra dengan mekanisme
Witra elang

Penetapan Mitra KSP ihan

SK Pelaksanaan KSP Menyiapkan naskah
perjanjian KSP BMN

Penandatangan Naskar Penandatangan Naskah
Perjanjian KSP BMN Perjanjian KSP BMN

www.peraturan.go.id
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FORMAT DAN BENTUK SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Contoh 1.a
Format Surat Persetujuan Usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN

KOP KEMENTERIAN

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi:

Lampiran

Perihal . Persetujuan usulan Kerjasama Kepada

Pemanfaatan BMN pada ....... D)
Yth. DIREKTUR JENDERAL/

KEPALA BADAN......... (2)
di
JAKARTA
1. Menunjuk Surat Saudara Nomor ................ tanggal .......... perihal tersebut

diatas, sesuai dengan ketentuan :

a. Undang-Undang Nomor .... Tahun ...... tentang ....... 3)
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/ Daerah;
(TR (4).
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan usulan Kerja Sama Pemanfaatan
Barang Milik Negara pada........ (1) berupa ....... (5), pada prinsipnya dapat
disetujui.

2. TerhadapPersetujuan permohonan pengusulan Kerja Sama Pemanfaatan Barang
Milik Negara, guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara agar
Saudara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 616/KM.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang
Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka
optimalisasi Barang Milik Negara;

b. Berdasarkan persetujuan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik
Negara ini, segera ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan Kerja Sama
Pemanfaatan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan dengan
dilengkapi data dan dokumen sesuai persyaratan;

¢. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini,

maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal,
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Tembusan:

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Kepala Biro 1, III, IV dan V Sekretariat Jenderal,
Sekretaris Direktorat/Sekretaris Badan.................... (2);
| DY) ¢1.4 5 0) IRanmm——— 1) POE—————————— (2);

Kantor: s avmen mmenm (1)

S

Petunjuk Pengisian:

(1) Nama Kantor Kuasa Pengguna Barang vang mengajukan permohonan usulan
Kerja Sama Pemanfaatan BMN.

(2) Nama Unit Kerja Eselon I.

(3) Dasar hukum yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang
dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.

(4) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang
dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.

(5) BMN yang dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.

(6) Nama Unit Kerja Teknis Tingkat Eselon II.

(7) Nama Sckretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.



0. 2018, No.638

Contoh 1.b
Format Surat Penolakan Usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN

KOP KEMENTERIAN

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi:

Lampiran :

Perihal . Penolakan usulan Kerjasama Kepada

Pemanfaatan BMN pada ....... (D)
Yth. DIREKTUR JENDERAL/

KEPALA BADAN......... 2)
di
JAKARTA
1. Menunjuk Surat Saudara Nomor ................ tanggal .......... perihal tersebut

diatas, sesuai dengan ketentuan :

a. Undang-Undang Nomor .... Tahun ...... tentang ....... 3)
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/ Daerah;
(o — 4.
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan usulan Kerja Sama Pemanfaatan
Barang Milik Negara pada........ (1) berupa ....... (3), pada prinsipnya tidak dapat
disetujui dikarenakan............... (6).

2. Terhadappermohonan pengusulan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara
dimaksud, guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara agar
Saudara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 616/KM.6/2015 tentang Modul Pemanfaatan Barang
Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka
optimalisasi Barang Milik Negara;

b. Berdasarkan penelitian usulan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara
ini, agar Saudara segera menindaklanjuti dengan perbaikan pengajuan
permohonan pengusulan dan melengkapi data dan dokumen sesuai
persyaratan;

3. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal,

................................. (8)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal,

2. Inspektur Jenderal,

3. Kepala Biro I, IlI, IV dan V Sekretariat Jenderal;

4. Sekretaris Direktorat/Sckretaris Badan.................... (2);

5. Direktur ........coevvenen. (7)s oo (2);

6. Kantor..................... (1).



2018, No.638

-60-

Petunjuk Pengisian:

(1

Nama Kantor Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan usulan
Kerja Sama Pemanfaatan BMN.

Nama Unit Kerja Eselon L.

Dasar hukum vyang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN vyang
dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.

Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang
dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.

BMN vang dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.

Alasan tidak disetujui permohona usulan Kerja Sama Pemanfaatan.

Nama Unit Kerja Teknis Tingkat Eselon II.

Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.



61 2018, No.638

Contoh 1.c
Format Surat Permohonan Usulan Kerja Sama Pemanfaatan BMN kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara

KOP
KEMENTERIAN

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi:
Lampiran
Perihal . Permohonan Persetujuan Kerjasama Kepada
Pemanfaatan BMN berupa ........ (D)
pada ....... 2 Yth. MENTERI KEUANGAN
Cq. Direktur Jenderal
Kekayaan Negara
di
JAKARTA

1. Bersama ini disampaikan bahwa pada Kementerian Perhubungan terdapat Barang
Milik Negara berupa ................. (Dpada................ (2) yang akan dilakukan
optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik berupa Kerja Sama Pemanfaatan Barang
Milik Negara dengan pihak lain, sebagaimana daftar terlampir.

2. Secbagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan data dukung yang berupa :

a. data objek yang akan dimanfaatkan, meliputi lokasi, luas, status kepemilikan,
nomor registrasi BMN;
. aspek kelayakan teknis, ekonomi, yuridis, administrasi;
. dasar pertimbangan dilakukan KSPBMN;
. jangka waktu KSPBMN;
. jenis usaha yang akan dilaksanakan;
. nilai kontribusi tetap dan pembagian keuntungan vang akan disetorkan ke
rekening Kas Negara; dan
. nilai dan bentuk kontribusi awal yang akan diterima oleh Kementerian
Perhubungan;
h. dokumen tanah dan/atau bangunan yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya,
antara lain:
1) bukti kepemilikan;
2) gambar lokasi dan foto kondisi tanah dan/atau bangunan;
3) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN;
4) keterangan mengenai nilai tanah dan/atau bangunan, berupa:
a) nilai tanah dan/atau bangunan secara keseluruhan;
b) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
¢) analisa harga pasar/umum tanah dan/atau bangunan.
5) Gambar konstruksi dan rencana anggaran biaya pembangunannya.
i. dokumen lingkungan untuk pembangunan infrastruktur transportasi jika
pelaksanaan KSPBMN berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya;
data lengkap calon mitra KSPBMN, berupa profil perusahaan; dan
k analisa kelayakan usaha dalam bentuk proposal KSPBMN.

o oo o

o}
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3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon dapat memberikan persetujuan
terhadap pelaksanaanKerja Sama Pemanfaatan aset BMN dimaksud, guna proses
lanjut.

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara
diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal

Tembusan:

Menteri Perhubungan;

Inspektur Jenderal;

Direktur Jenderal/Kepala Badan.................... (2);
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi, DJKN Kementerian Keuangan

P

Petunjuk Pengisian:

(1) BMN yang dimohonkan untuk di Kerja Sama Pemanfaatan.
(2) Nama Unit Kerja Eselon I.

(3) Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



